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ABSTRAKSI 

 

Nama                : ALDI WIBISONO 

NIM                  : 202110110311455 

Judul                 : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja 

Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum 

Pembimbing    : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. 

2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

 

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja yang rentan terhadap 

eksploitasi dan kekerasan sehingga diperlukan adanya Undang-Undang yang 

memberikan perlindungan untuk PRT. Penelitian ini membahas urgensi 

pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah 

tangga dan pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga pada Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari aspek kepastian 

hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji urgensi 

pembentukan RUU PPRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PRT 

dan menganalisa pengaturan terkait perlindungan PRT pada RUU PPRT yang 

ditinjau dari aspek kepastian hukum.  Metode Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini RUU PPRT sangat mendesak karena 

belum ada regulasi khusus yang melindungi hak-hak PRT. RUU ini hadir untuk 

mengisi kekosongan hukum dan menjamin keadilan sosial dengan memberikan 

kepastian status kerja, perlindungan upah, waktu kerja, serta penyelesaian sengketa. 

Meski menunjukkan kemajuan dalam pengakuan hukum PRT, RUU ini masih 

menyisakan kelemahan normatif, terutama terkait definisi upah, waktu kerja, dan 

sanksi pidana. Kekosongan hukum ini dapat memicu ketidakpastian hukum 

(rechtsonzekerheid) bahkan menimbulkan kekacauan hukum (rechtverwarring). 

Oleh karena itu, penyempurnaan diperlukan agar RUU PPRT menjadi instrumen 

perlindungan yang efektif dan konsisten di lapangan, sekaligus disahkan tanpa 

penundaan lebih lanjut demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi 

pekerja rumah tangga. 

Kata Kunci: Perlindungan; Pekerja Rumah Tangga; Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; Kepastian Hukum 
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ABSTRACT 

 

Nama                : ALDI WIBISONO 

NIM                  : 202110110311455 

Judul                 : Juridical Analysis Legal Protection for Domestic 

Workers Viewed from the Aspect of Legal Certainly 

Pembimbing    : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. 

2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

 

Domestic Workers are a group of workers who are vulnerable to exploitation and 

violence, so a law is needed that provides protection for domestic workers. This 

study discusses the urgency of the formation of the Draft Law on the Protection of 

Domestic Workers (RUU PPRT) in providing legal protection for domestic workers 

and the regulation of domestic worker protection in the Draft Law on the Protection 

of Domestic Workers reviewed from the aspect of legal certainty. The purpose of 

this study is to determine and examine the urgency of the formation of the RUU 

PPRT in providing legal protection for domestic workers and to analyze the 

regulations related to the protection of domestic workers in the RUU PPRT 

reviewed from the aspect of legal certainty. The research method used in this study 

is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results 

of this study are that the RUU PPRT is very urgent because there are no specific 

regulations that protect the rights of domestic workers. This bill is here to fill the 

legal vacuum and guarantee social justice by providing certainty of work status, 

wage protection, working hours, and dispute resolution. Although it shows progress 

in the legal recognition of domestic workers, this bill still leaves normative 

weaknesses, especially related to the definition of wages, working hours, and 

criminal sanctions. This legal vacuum can trigger legal uncertainty 

(rechtsonzekerheid) and even cause legal chaos (rechtverwarring). Therefore, 

improvements are needed so that the PPRT Bill becomes an effective and consistent 

protection instrument in the field, as well as being passed without further delay in 

order to guarantee legal certainty and protection for domestic workers. 

Keyword: Protection; Domestic Workers; Draft Law on Protection of Domestic 

Workers; Legal certainly 
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